TAP 7 Perencanaan Daerah

Pemprov/Pemda lokasi SKALA menyediakan layanan dasar
inklusif terutama bagi masyarakat miskin dan rentan

Pemimpin di
Prov/Kab lokasi

SKALA menunjukkan
komitmen dan menjalankan
peran koordinasi, pembinaan,
dan pengendalian terkait
perencanaan daerah

- Pemprov/Pemda lokasi SKALA menyusun kebijakan dan dokumen perencanaan yang berorientasi pada penerapan dan
pemenuhan layanan dasar inklusif, secara tepat waktu dan berkualitas
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